BAB IV

ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP PERDA NOMOR 7
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN
ATAU TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTA
SURABAYA

A. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan
Bangunan atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota
Surabaya

Berbicara mengenai penerapan dari sebuah hukum, maka pertama kita
harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati.
Tentu saja, jika suatu aturan hukum tersebut dapat ditaati oleh sebagian besar
target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan bahwa
aturan hukum tersebut sudah bisa dikatakan efektif.! Jika ketaatan sebagian
besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan
yang bersifat compliance atau hanya takut karena sanksi, maka derajat
ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus
menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat
internalization, yaitu kataatan karena aturan hukum tersebut benar-benar
cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah

yang tertinggi.

1Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan, Volume 1 (Jakarta:Prenada Media
Group, 2009), 375.
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Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau
tempat untuk melakukan perbuatan asusila ini sudah dibuat sejak tahun 1999.
Kalau dihitung hingga saat ini sudah berjalan sekitar 17 tahun. Namun perda
ini mengalami ketidakjalanan hukum. Dalam artian disini adalah
penerapannya belum sempurna. Karena perda nomor 7 tahun 1999 ini dibuat
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi dan untuk
membersihkan Kota Surabaya bersih dari tempat pelacuran, tetapi pada
kenyataannya tempat pelacuran Dolly yang merupakan tempat lokalisasi
terbesar se-Asia Tenggara itu baru bisa ditutup pada pertengahan tahun 2014
kemarin. Hal ini membuktikan bahwa penerapan perda nomor 7 tahun 1999
tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan
perbuatan asusila di Kota Surabaya ini tidak berjalan dengan baik. Karena
perda ini baru bisa terbukti penerapannya saat pemerintah kota Surabaya
berhasil menutup lokalisasi Dolly. Sehingga penerapannya bisa dikatakan
baru berjalan dari lima tahun ini, sejak tahun 2012 sampai 2016. Dikatakan
dari tahun 2012 karena pada saat tersebut Pemerintah Kota Surabaya sudah
mulai membuat program-program yang mengarah pada penutupan lokalisasi
Dolly.

Seperti yang dijelaskan dalam Perda Nomor 7 tahun 1999 bahwa:

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang:

1. Menggunakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila

2. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila
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Dan jika ditemui pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini

akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Selain sanksi administratif tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah
ini pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat
diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000, 00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran

Langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan Perda Nomor 7
tahun 1999 ini tidak berhenti pada penutupan tempat lokalisasi saja, namun
juga secara berkala Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak
kepolisian dan bagian ketertiban umum untuk melakukan razia ke tempat-
tempat hiburan seperti tempat karaoke, hotel dan lain sebagainya.

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk Surabaya,
akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan semakin maraknya
praktek-praktek prostitusi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Maka,
ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1999 tentang larangan
menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan
untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya yang dibuat dan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Mei 1999.2

Maskur, (Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya) Wawancara, Surabaya, 31 Desember 2015.



53

B. Analisis Maqasid al-Shari’ah Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan
Asusila di Kota Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dibuat dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, khususnya
dalam hal yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan seperti
pelacuran. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ini
bertujuan untuk mengatur penerbitan Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan
bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah
daerah, baik pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten dan kota,
dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah antara
lain dapat menctapkan Perda. Kewenangan daerah untuk mengatur dan
membuat Peraturan Daerah, berlaku juga seperti halnya yang dimiliki kota
Surabaya yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan
menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di
Kota Surabaya.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini dibuat sudah sesuai dengan
syariat hukum Islam. Bahwa syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan
Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Manusialah yang akan
menikmati akibat baik dari kepatuhan mereka terhadap aturan syariat, dan
manusia itu pula yang akan menanggung dan merasakan akibat buruk dari

pelanggaran terhadapnya.
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Tujuan dalam dibentuknya suatu hukum dalam Islam dinamakan dengan
magqasid al-shari’ah. Berangkat dari magasid al-shari’ah, maka istinbat
hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan
yang tidak terjawab oleh al-Qur’an dan hadits. Dalam konteks inilah,
berbagai upaya masyarakat dan bangsa bahkan umat manusia dalam mencari
produk legislasi yang berkeadilan, penegakan hak-hak asasi manusia yang
bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur wajib
dilandasi oleh magqasid al-shari’ah.

Sebagaimana dari uraian di atas, maksud dan tujuan Allah sebagai
pembuat syariat (Syari’) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Dengan
mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Dengan perkataan
lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan
kelompok, serta memelihara dan menjaga keteraturan hidup.

Dalam kajian magqasid al-shari’ah maka penerapan perda nomor 7 tahun
1999 tentang larangan menggunakan baangunan atau tempat untuk
melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya ini termasuk dalam kategori
hitzh al-din (yakni memelihara kemaslahatan agama), dan Aifzh al-nasl (yakni
memelihara kemaslahatan keturunan).

Yang pertama, dikatakan Aifzh al-din (memelihara agama) adalah karena
didalam agama, Islam melarang untuk melakukan perbuatan zina. Islam
menyuruh umatnya untuk mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi

martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada
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Tuhan. Misalnya menjauhi perbuatan zina.> Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk
melakukan perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan
asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini tidak hanya sebagai
penegak peraturan-peraturan duniawi yang berkaitan dengan larangan berbuat
asusila di Kota Surabaya, tetapi juga sebagai penyampai risalah Allah untuk
memberantas perzinahan. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Isra’ : 32

z
3
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Dan janganlah kamu mendekati zina.Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ : 32)*

Dari ayat al-Qur’an di atas tampak jelas bahwa jangankan berbuat untuk
zina ataupun pelacuran, mendekatinyapun diharamkan. Oleh karena itu, Islam
mensyariatkan pernikahan sebagai suatu jalan keluar yang mutlak untuk
menghindarkan diri dari perbuatan zina. Sehingga, Perda Nomor 7 tahun
1999 ini termasuk dalam al-usul al-khamsah yang kategori hifzh al-din dan

hitzh al-nasl.

Yang kedua, dikategorikan termasuk dalam Aifzh al-nasl yakni
(memelihara keturunan), adalah karena Islam mensyariatkan menikah dan
melarang akan perbuatan zina. Jika zina dilakukan maka akan merusak
keturunan. Karena akibat dari zina maka akan semakin marak lah penyakt

HIV/AIDS yang mana nantinya akan menular kepada keturunan-keturunan

3 Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi, (Yogyakarta:LKis Pelangi Aksara, 2015), 47.
4 Departemen Agama R, a/-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya:Penerbit Mahkota, 2001),

429.
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kita. Menurut Yusuf Hamid, bahwa perlindungan terhadap keturunan (4ifzh
al-nasl ) dalam Islam adalah dengan dua cara. Pertama, disyariatkannya
perkawinan. Ia menegaskan, bahwa tujuan utama perkawinan adalah sebagai
upaya perlindungan terhadap eksistensi keturunan yang sah, sementara
tujuan-tujuan lainnya, seperti sebagai benteng dari godaan syaitan dan
ketenangan dan kedamaian jiwa adalah tujuan yang bersifat pelengkap
(tabi’i). cara yang kedua dalam upaya perlindungan terhadap keturunan
adalah dengan menolak sesuatu yang dapat mendatangkan berbagai
matsadah, langkah ini, riilnya adalah diharamkan perbuatan zina. Dengan
demikian, perlindungan terhadap keturunan yang bersifat daruriyyat (primer)

adalah dengan diharamkannya zina.®> Seperti dalam QS. An-Nur : 2
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Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan oleh orang-orang yang
beriman. (QS. an-Nur : 2)%

Jika disambungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ini
maka Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan melindungi kemaslahatan

masyarakat Kota Surabaya, sekaligus untuk menghindarkan Kota Surabaya

5 Tbid., 169.
6 Tbid.,543.
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dari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dalam Islam
pelacuran ataupun perzinahan merupakan dosa yang sangat besar.

Dalam kajiaan maqasid al-shariah Perda nomor 7 tahun 1999 tentang
larangan menggunakan bngunan atau tempat untuk melakukan perbuatan
asusila di Kota Surabaya ini termasuk dalam kategori a/-maqasid al-
daruriyyat yakni sesuatu yang harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan
agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka

kemaslahatan agama dan dunia akan terancam.



